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“ Kerja keras hari ini, kebanggaan esok hari “ 
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ABSTRAK 

Pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG), yakni pencampuran atau 

penambahan bahan asing yang tidak memenuhi standar kualitas LPG demi 

memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum, melanggar Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta membahayakan 

keselamatan konsumen. dengan rumusan masalah yang pertama bagaimana 

pengawasan penjualan lpg 3 kg subsidi di indonesia dan kedua  bagaimana 

penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha pengoplosan gas LPG 3 Kg subsidi  

Tipologi penelitian merupakan penelitian normatif. Metode Pendekatan 

perundang-undangan dalam penelitian ini,  Penelitian ini bertujuan untuk 

memahami secara mendalam bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku 

pengoplosan LPG.  

Pemerintah memegang peran dalam menjamin distribusi Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) 3 kg bersubsidi berlangsung tertib dan tepat sasaran melalui pengawasan 

terintegrasi yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM), pemerintah daerah, serta lembaga independen yang berwenang. 

Pengawasan tersebut bertujuan memastikan subsidi sampai kepada rumah tangga 

berpenghasilan rendah berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan akses, 

keberlanjutan, serta pemeliharaan kualitas dan keamanan pasokan energi. Akan 

tetapi, kelemahan pengawasan akibat keterbatasan sumber daya manusia, metode 

yang belum optimal, dan minimnya koordinasi antarlembaga memunculkan praktik 

pengoplosan LPG, ketidaktepatan sasaran distribusi, kelangkaan pasokan, serta 

risiko keselamatan bagi konsumen. 
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ABSTRACT 

 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) adulteration, which involves the unlawful 

mixing or addition of foreign materials that do not meet LPG quality standards for 

economic gain, violates Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and 

endangers consumer safety. The first problem formulation is: How is the Sales of 

Subsidized 3-kg LPG Supervision Carried Out in Indonesia? The second problem 

is: How are criminal sanctions applied to businesses that adulterate subsidized 3-

kg LPG 

The research typology is normative. The legislative approach used in this 

study aims to understand in-depth how the law is applied to LPG adulteration. 

The government plays a role in ensuring the orderly and targeted 

distribution of subsidized 3-kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) through integrated 

supervision involving the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), local 

governments, and authorized independent institutions. This supervision aims to 

ensure subsidies reach low-income households based on the principles of fairness, 

equitable access, sustainability, and maintaining the quality and security of energy 

supplies. However, weak supervision due to limited human resources, suboptimal 

methods, and minimal coordination between institutions has given rise to LPG 

adulteration practices, inaccurate distribution targets, supply shortages, and safety 

risks for consumers. 
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